| WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
- NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG i
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASY, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI |
'UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM |
- KOTA BALIKPAPAN ' |

'D)ENGANRAHVMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

 Menimbang ~ : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
‘ - ' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang . Pedoman Pembentukan dan K1a31ﬁka31 Cabang-
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 20 16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan'i
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 20 16
tentang ‘Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungm
Dinas Pekerjaan Umum perlu menetapkan Peraturan Wah ‘
Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uralan‘
‘Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah padai
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bahkpapan,

B Mengfngat: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negar |
EE : Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang - Nomor 27 Tahun 1959 tentang» o

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 - tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

~ Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun '
1953 Nomor 9} sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

' Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor
1820 . | g
- 3. Undang—Undang Nomor ‘23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

" Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmei‘intahan Daerah (Lembaran Negara Republik

1



 Menetapkan ~ : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN.

: .;_Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dlmaksud dengan
10

§
i
!
!
t

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - . i
‘4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara L

: Repubhk Indonesia Nomor 5887); : ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2017

* tentang Pedoman Pembentukan dan Klamﬁkam Cabang

 Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Benta Negara
Republik Indonesia Nomor 451); :

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor

- 26);

7. Peraturan Wahkota Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas: dan Fungsi Dinas
-~ Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Bahkpapan Tahun
2016 Nomor 34); ' i
: LT N

I

MEMUTUSKAN

SUSUNAN ORGANISASI, -URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
- UNIT PELAKSANA ' TEKNIS DAERAH PADA DINAS
- PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN o '

BAB1
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1 |

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. : - :
Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya dxsebut Dmas adalah Dmas
Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. o

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bahkpapan

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekexjaan Umum Kota Balikpapan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau

“kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

UPTD Drainase dan Bozeem adalah unsur yang melaksanakan sebaglan .
keglatan teknis operasmnal dan/atau kegiatan teknis penun_]ang tertentu

- yang berada di bawah Dinas. v
. UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan adalah unsur yang melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau keglatan tekms penunjang
tertentu yang berada di bawah Dinas.

Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Tekms Daerah pada Dlnas
Pekexjaan Umum Kota Bahkpapan : ‘.



10: -Kelompok Jabatan F‘ungswnal adalah pemegang Jabatan fungs1onal yané
; tugasnya dldasarkan pada keahhan dan/ atau keteramp1lan tertentu et
sesuai kebutuhan Daerah ST A I N S T LA

| PRI Pasa12 | ‘
() Dengan Peraturan Wah Kota ini, pada Dmas dlbentuk
“a. UPTD Dramase dan Bozeem; dan o g
f'{vaPTD Perawatan Jalan dan Jembatan I S A hF
2)- UPTD sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) merupakan UP’I‘D dengan RN
“'.:'kla31ﬁka51A ' w T :

BABIII AR i
, KEDUDUKAN o

St _ pasal35_;g ST v ,
(1) UP’I‘D Dralnase dan Bozeem sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) R
" .”:ff'}:jhuruf a d1p1mp1n oleh’ seorang Kepala UP’I‘D yang ‘secara admlmstratlf
=jbertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasmnal berada TR
~di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dlnas mela1u1 Kepala =
"’fBldang Sumber Daya Air dan Drainase. | = . o g 1 -
UPTD Perawatan Jalan dan J embatan sebagalmana d1maksud dalam Pasal P
g ‘ayat (1) ‘huruf b dxplmpm oleh seorang Kepala UPTD yang secarajjf'-f' o
_:‘_administratif ,bertanggungvi jawab 'kepada Sekrctaris' : dan*:s‘ccara'. teknisfff:f ) :'
‘peras1ona1 berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dlnas S
- melalul Kepala Bldang Jalan dan J cmbatan | R 1

L BAB IV o
SUSUNAN ORGANISASI

ST Pasal 4 AR EH
.: 1 Susunan Organlsas1 UPTD Dramase dan Bozeem terd1r1 atas
.‘ffKepala UPTD o : e T,
Subbaglan Tata Usaha, dan
e Kelompok Jabatan Fungsxonal : . T R
f‘_‘SiJsunan 0rgan1sas1 UPI‘D Perawatan J alan dan Jembatan terd1r1 atas ”
b ‘ Subbaglan Tata Usaha dan
| c. Kelornpok Jabatan Fungs1ona1 L o
@) Bagan Struktur UPTD sebagalrnana dunaksud pada ayat (1) dan ayat (2) LTS
- ”f:i_ltercantum dalam Lampiran I dan Lamplran II yang rnerupakan baglan o
- tidak terp1sahkan dar1 Peraturan Wah Kota ini. L

e " URAIAN TUGAS DAN FUNGVSI

ff":Baglan Kesatu o
- U P’I‘D Dralnase dan Bozeem L




| o

UP’I‘D Dramase dan Bozeem sebagannana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

- Paragraf 1
"Umum

Pasal 5

huruf a bertugas melaksanakan sebagian keglatan teknis operasxonal

‘dan/atau kcglatan teknis Dmas di bidang sumber daya air dan dramase

Dalam melaksanakan tugashya sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 5, UP’I‘D‘
Drainase dan Bozeem menyelenggarakan fungsi:

a.
bv

n‘,of,_

=L

5 _dengan tugas dan fung31 serta tanggung _]awab kewenangannya .

}' : Kepala UPTD sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas
o a.

sampah/kotoran; _‘
- pelaksanaan - monitoring, evaluasi dan '_inventarisasi pelaksanaan
_pembersihan saluran drainase dan bozeem; IR
. pemeliharaan peralatan yang digunakan; , ' : ;
. pelaksanaan pengawasan dan pengendahan pembermhan saluran dralnase
- dan bozeem; ' ' o
~ penyusunan laporan pelaksanaan keglatan
- pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPTD; dan

Pasal 6 -

penyusunan rencana kerja UPTD Drainase dan Bozeem

- penyelenggaraan kegiatan teknis operasional maupun mana_] emen bldang
“perawatan dan pembersihan saluran drainase dan bozeem yang operaswnal
‘dilaksanakan secara swakelola/rutin; b
. 'pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD
. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh keglatan

UPTD Drainase dan Bozeem S . v
pelaksanaan survei kondlsl saluran dramase dan endapan sedlmen /

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pxmpman/ atasan sesuai

Paragra_f 2
Kepala UPTD

Pasal 7 |

menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5'

. dan Pasal 6;

) b,

mengoordmas:kan dan melakukan pengendahan internal terhadap umt

vkerjadl bawahnya; dan - , , 1

1)

. - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dmas sesuai dengan
. tugas dan fungs1 serta tanggung jawab kewenangannya

Paragraf 3
Subbaglan Tata Usaha

' .  Pasal 8 : o
Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

. ,‘perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga},

-



._ | 2

-perlengkapan, kepegawalan, dan kehumasan serta pengelolaan barang

milik Daerah Lo :
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) o
Subbaglan Tata Usaha menyelenggarakan fungs1 |
a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;

b pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan

e pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmpman/ atasan sesuai

‘ bertanggung _]awab kepada Kepala UP’I‘D

peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor,
c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; :
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; dan

dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlplmpm oleh -
seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

| Baglan Kedua v -
UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan

- Paragraf 1
- Umum

Pasal 9

o UPI‘D Perawatan Jalan dan Jembatan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 2: |
- ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasmnal'_:_.-

K dan/ atau keglatan teknis Dmas dl b1dang _]alan dan Jembatan |

N ‘Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 UPI‘D,
i Perawatan Jalan dan J embatan menyelenggarakan fungsi:

B
b.

.‘UPTD Perawatan’ Jalan dan Jembatan serta perawatan dan pembersman ) }

Pasal 10

penyusunan rencana kerja UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan; ,
penyelenggaraan kegiatan teknis operasional maupun manajemen bldang ,

- perawatan Jalan, Jembatan dan utilitas jalan (medlan, trotoar, bahu Jalaxrl) :
- serta perawatan dan pembersihan tah air yang operasional dllaksanakan', '

’ i
secara swakelola; c . i

pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi . permasalahan vkegi’ata‘n'-
operasional pada UPTD; R | :
pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh keglatan

tali air; : o S . S
pelaksanaan survei kOIldlSl Jalan, jembatan dan utlhtasnya sebagal upay‘
inventarisasi kerusakan badan jalan dan jembatan; o
penyusunan rencana kerja operasional perawatan Jalan, Jembatan dan
utilitas jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin; b
pelaksanaan pengoperasian peralatan guna menunjang operasional
perawatan Jalan, Jembatan dan utilitas Jalan yang dilaksanakan dengan -

~ pola swakelola/rutm, :

pelaksanaan pengawasan dan pengendahan keglatan operasmnal

perawatan Jalan, Jembatan dan utlhtas Jalan yang dllaksanakan dengan o

pola swakelola/rutin; =~ = . R 'g
pelaksanaan pemehharaan peralatan yang d1gunakan ' ' |

i

R
4
i

{
H
1



‘pelaksanaan 'r’hbnit-orihg; evaluasi dan - 1nventansa51 pelaksanaan,‘
_operasional ‘perawatan - Jalan, Jembatan dan _ utxhtas Jalan yang*}

. dilaksanakan dengan pola swakelola/ rutln, IR a
penyusunan laporan pelaksanaan keg1atan S S ‘
Lo pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas opcrasmnal UPTD dan t

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmpman/ atasan sesua1
dengan tugas dan fungm serta tanggung Jawab kewenangannya R

Paragra.f 2 ‘
Kepala UPTD

- Pasal 11 Sl L
Kepala UP'I‘D sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas -
Cal menyelenggarakan tugas dan fungs1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 . R

dan Pasal 10; o v SR B R R ‘
mengoordmamkan dan melakukan pengendahan 1nterna1 terhadap umt L
. kerja di bawahnya; dan - | PR S
";_'melaksanakan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala Dmas sesua1 dengan SO
»f":v’f"f}tugas dan fung31 serta tanggung Jawab kewenangannya : o

Paragraf 3 v Tails L
Subbaglan Tata Usaha NS

‘ "'fi,Subbag1an Tata Usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal '4 ayat (2)»‘;,2-:
- huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan _penyiapan ‘bahan
f,‘perencanaan -program, keuangan kctatausahaan ~ rumah tanggaf L
jj’perlengkapan kepegawalan, dan kehumasan serta pengelolaan barang
-}mlhk Daerah R ¥ IO R IR s , B
) Dalam - melaksanakan tugasnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) SRR
b Subbaglan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: = : S
a. ‘penyiapan bahan pcnyusunan program keglatan UP’I‘D o
b pelaksanaan urusan. keuangan, ‘rumah tangga perlengkapan dan
e peralatan serta keber81han dan keamanan kantor, e e
c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;" R
d pengelolaan pusat layanan mformasn UPI‘D
“e. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan - R | o
f pelaksanaan tugas Iamnya yang dlberlkan oleh plmpman / atasan sesua1
dengan tugas dan fungs1 serta tanggung _}awab kewenangannya R ER P
Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlplmpm oleh; T
_seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada d1 bawah dan‘i- R
~ bertanggung jawab kcpada K(v:palva]_UPI‘D_. BT E A Lo S

) BABVIS
o KELOMPOK JABATAN F‘UNGSIONAL'Z R

, Pasal 13 . ' T
1'jiKeIompok Jabatan Fungsmnal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1]
- huruf ¢ dan ayat 2) huruf c, mempunya1 tugas melaksanakan sebaglan tugasv o
“dan fungm UPTD sesuai dengan keahhan dan / atau ketrampllan tertentu serta
vfjberslfat mandm T SR e . e R




-

, (4) Kepala Dmas sebaga1 Koordmator UP'I‘D wapb melaksanakan pengawas

.-(1) chala UPI‘D merupakan _]abatan struktural eselon IVa atau _]abatanv i

Pasal 14

'(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagaimana d1maksud dalam Pasal 13"'

~ terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagx |
- dalam berbaga1 kelompok sesuai dengan bidangnya.

- ~(2) Kelompok  Jabatan Fungswnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebaga_l ketua kelompok
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 2

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagenmana dxmaksud pada ayat (1)

" ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

| (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dnnaksud pada ayat:v }

(1) dlatur sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI o
TATA KERJA

Pasal 15 -

--',(1)»'_, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UP’I‘D Kepala'

‘Subbaglan’ Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sunphﬁkas1

' "ba1k dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit
- organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, {

(2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mcngoordmasxkaﬁ |

~ bawahannya masing-masing serta memberikan bunbmgan dan petunjuk‘ ,
~ bagi pelaksanaan tugas bawahannya. '

‘(3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan memétuhl petunjuk dan bertanggung'.;. -

‘jawab pada atasannya masing-masing serta menyampmkan laporan
berkala tepat waktu. : 1

melekat

Pasal 16

| Apabxla Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbaglan Tata Usaha secara_
struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UP'I‘D sesuai dengan Daftar Urut -
. Kepangkatan v - . o [

,Pasa117 , I

'Atas dasar pertlmbangan daya guna dan hasﬂ guna, masmg-masmg pejabat

dalam lingkungan UPTD dapat ‘mendelegasikan kewenangan-kewenangan

| _tertcntu kepada pejabat setmgkat dlbawahnya o L |

BAB VIII
ESELON .

Pasal 18 L

pengawas.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IVb

ataujabatan pengawas. o o s B ‘. g



L BABIX
:;PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Kepala UPTD dan Kepala Subbag1an Tata Usaha dlangkat dan d1berhentxkan S o
ua1 dengan ketentuan peraturan pemndang—undangan T S ERT

i BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

-’Pada saat Peraturan Wah Kota ini mula1 berlaku - : ST
a.. UPTD. Pemeliharaan Jalan dan Pembers1han Saluran Dramase yang R
_'mélaksanakan sebaglan tugas Dinas sebagaumana diatur dalam Peraturan, =~ .
- Wali Kota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Orgamsasx, Tata: ..
~Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Tekms Pemehharaan Jalan dan}
,ffPembers:han Saluran Dramase, yang terbentuk dengan susunan '_.:jf;' S
- :lbb'_orgamsam dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini- dlundangkan, ,
- tetap. melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawabi
. “kepada Dinas sampa1 dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan’if_;
{:-g‘-'-’:;ketenman dalam Peraturan Wali Kota ini; dan . AT
" pejabat UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersman Saluran Dramase yang;f
13""mendudukl Jjabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tctap’vf.vf o
1';.'melaksanakan tugasnya - sampai dengan dxlantlknya pejabat yang baru
- berdasarkan ketcntuan dalam Peraturan Wallkota 1n1 e

KETENTUAN PENUTUP AR

.»Pada saat Peraturan Wah Kota ini mula1 berlaku Peraturan Wah Kota Nomor 14‘ N
-ﬂf'_Tahun 2013 ‘tentang Pembentukan Orgamsa31, Tata Kerja dan Uraian. Tugas VL B
_Unit Pelaksana Teknis Pemelibaraan Jalan dan Pembersihan Saluran Dramase
‘pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bahkpapan (Berita Daerah Kota Bahkpapan
Tahun 2013 Nomor 14) dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku

: Agar setlap orang mengetahumya, memermtahkan Penguﬂdangan Peramran;l‘;
‘v'Wall Kota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Bahkpapan LR

2 “f,f , D1tetapkan d1 Bahkpapan
SR ,WALI KOTA BALIKPAPAN

) ttd g




. PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
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) q;;‘UMUM KOTA BALIKPAPAN SISOV DA

' IR STRUKTUR ORGANISASI EIETA
UNI’I‘ PELAKSANA TEKNIS DAERAH DRAINASE DAN BOZEEM

SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATANF_”' e
FUNGSIONAL Al

Ry - WALI KOTA BALIKPAPAN,
e . Sa_hnan sesual dengan ashnya -. - -_; LG e e e
: vSEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN AR

| ‘F’-’KEPALA BAGIAN HUKUM |
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